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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERSEROAN TERBATAS MIGAS KALTARA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memenuhi Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Migas Kaltara
Jaya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

14.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5362);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004
tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua_ atas Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5047);

7.



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173) sebagaimana_ diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas_ Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173):
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 %
(Sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan
Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1795);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017
tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
780):

8.

9.



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS MIGAS KALTARA JAYA.

PasalI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perseroan

Tebatas Migas Kaltara Jaya (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11), diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.



10.

11.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah
Provinsi Kalimantan Utara.
Perusahaan Perseroan Daerah Migas Kaltara Jaya
yang selanjutnya disebut PT. Migas Kaltara Jaya
(Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan yang
berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha

eksplorasi dan eksploitasi.
Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrokarbon yang dalam kondisi tertekan dan

temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat,
termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan
bitumen yang diperoleh dan proses penambangan,
tetapi tidak termasuk batubara atau endapan
hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang
diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan
kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan

temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh
dan proses penambangan minyak gas bumi.

Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi_ yang
selanjutnya disebut WK Migas adalah Wilayah Kerja
pengelolaan Minyak dan Gas yang terdapat di
Kalimantan Utara.

5.

6.

7.

8.

9.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha

tetap yang ditetapkan untuk rnelaksanakan

eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja
berdasarkan kontrak kerja sarna dengan Satuan

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi.

Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) yang
selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran

maksimal sepuluh persen participating interest pada
Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh

Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau
Badan Usaha Milik Negara.

Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.

Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang
saham, direksi, dan dewan komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya
disebut RUPS, adalah organ perseroan yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada
direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang
ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau anggaran dasar

perseroan.
Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum

dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar
serta memberikan nasihat kepada direksi dalam

menjalankan perseroan.
Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan

bertanggung jawab penuh atas_ pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili

Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Biro Hukum



19.

20.

21.

22.

Pemegang Saham adalah Pemegang Saham
Perseroan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Utara selanjutnya disebut APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan
periode akuntansi yang berlaku.
Tahun Takwim adalah masa satu tahun, mulai dari

tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

2.

(1)

(2)

Pasal 4
PT. Migas Kaltara Jaya (Perseroda) sebagai
perusahaan induk yang bergerak di bidang usaha
hulu Migas dan/atau sebagai penerima penawaran PI

di WK Migas dan selanjutnya akan membentuk Anak
Perusahaan untuk mengelola PI pada WK Migas di
Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.
Bidang usaha hulu Migas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) akan disesuaikan dengan
perkembangan jenis pekerjaan dalam _lingkup

kegiatan hulu Migas dan akan ditetapkan melalui
RUPS PT. Migas Kaltara Jaya (Perseroda).



Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5

berbunyi sebagai berikut:

3.

Pasal 5

(1) Modal dasar Perseroan adalah sebesar_ Rp.

25.000.000.000.-(dua puluh lima milyar rupiah) dan

dapat dubah berdasarkan ketentuan perundang-
undangan

(2) Modal disetorkan dan ditempatkan penuh pertama
kali ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar

Rp.6.250.000.000 (Enam Milyar Dua Ratus Lima
Puluh Juta Rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen)
dari modal dasar berasal dari APBD.

(3) Modal dasar Perseroan terdiri dari saham-saham

yang nominalnya akan ditetapkan dalam Akta
Pendirian, dan dinyatakan dalam bentuk fisik lembar
saham kepemilikan.

(4) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Kepemilikan Saham dalam PT. Migas Kaltara Jaya
(Perseroda) adalah saham atas nama (Registered
Stock)

(2) Kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebesar 100 % (seratus persen) atas nama

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

(3) Nilai Nominal setiap lembar Saham ditetapkan dalam

RUPS;
(4) Setiap Pemegang Saham mendapatkan perlindungan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

4.

undangan



Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

Kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak boleh

dialihkan kepada pihak lain sebagai komitmen
Pemerintah Daerah memiliki PI.

5.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Pengelolaan PI oleh Perusahaan Perseroan Daerah

yang dibentuk oleh PT. Migas Kaltara Jaya
(Perseroda) tidak boleh dikurangi nilainya atau
dialihnkan kepada pihak lain.

(2) PT. Migas Kaltara Jaya (Perseroda) sebagai
penerima penawaran pengalihan PI berhak
membentuk anak perusahaan untuk mengelola PI

pada WK Migas yang terdapat di Provinsi
Kalimantan Utara.

(3) Pembentukan anak perusahaan’ sebagaimana
dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan RUPS.

6.

Ketentuan Pasal 10 dihapus.7.

Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

8.

Pasal 14

(1) Penggunaan laba bersih disahkan oleh RUPS dan

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang menjadi bagian Pemerintah Daerah ditetapkan
dalam RUPS dan seluruhnya disetorkan ke rekening
kas daerah sebagai pendapatan daerah.



-10-

(3) Penggunaan laba bersih yang menjadi hak daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
deviden dan laba yang ditempatkan pada Perseroan

hanya dapat dilakukan melalui RUPS atau
mekanisme lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada _tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 28 Desember. 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS D PROVIMSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (9-256/2021)
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(3) Penggunaan laba bersih yang menjadi hak daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
deviden dan laba yang ditempatkan pada Perseroan

hanya dapat dilakukan melalui RUPS atau
mekanisme lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai_ berlaku' pada _tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 28 Desember 2071

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS D. PRO I IMANTAN UTARA,

SURIANSYAH
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (9-256/2021)
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(3) Penggunaan laba bersih yang menjadi hak daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
deviden dan laba yang ditempatkan pada Perseroan

hanya dapat dilakukan melalui RUPS atau
mekanisme lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada _§tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 28 desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

dpe
ZAINAL ARIFIN PALIWANG

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (9-256/202 1)
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(3) Penggunaan laba bersih yang menjadi hak daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
deviden dan laba yang ditempatkan pada Perseroan

hanya dapat dilakukan melalui RUPS atau
mekanisme lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai_ berlaku pada _tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 28 Desenber 2071
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

AZ
ZAINAL ARIFIN PALIWANG
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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018TENTANG PERSEROAN TERBATAS MIGAS KALTARA JAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memenuhi Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Migas Kaltara
Jaya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398};

4.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5362);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004
tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua_ atas_ Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5047);

7.



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas_ Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik §Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173):

9.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);
PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 %
(Sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan
Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1795);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017
tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
780):



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menetapkan

dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

:PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANGPERSEROAN TERBATAS MIGAS KALTARA JAYA.

PasalI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perseroan
Tebatas Migas Kaltara Jaya (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11), diubah sebagaiberikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.



10.

11.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah
Provinsi Kalimantan Utara.
Perusahaan Perseroan Daerah Migas Kaltara Jaya
yang selanjutnya disebut PT. Migas Kaltara Jaya
(Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan yang
berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha

eksplorasi dan eksploitasi.
Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrokarbon yang dalam kondisi tertekan dan

temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat,
termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan
bitumen yang diperoleh dan proses penambangan,
tetapi tidak termasuk batubara atau endapan
hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang
diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan
kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
Gas Bumi adalah hasil proses alami_ berupa
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan

temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh
dan proses penambangan minyak gas bumi.

Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang
selanjutnya disebut WK Migas adalah Wilayah Kerja
pengelolaan Minyak dan Gas yang terdapat di
Kalimantan Utara.

5.

6.

7.

8.

9.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha

tetap yang ditetapkan untuk rnelaksanakan

eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja
berdasarkan kontrak kerja sarna dengan Satuan

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi.

Participating Interest yang selanjutnya disingkat PI

adalah Participating Interest pada Kontrak Kerja
Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada
Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik

Negara dengan besarannya ditentukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.

Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang
saham, direksi, dan dewan komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya
disebut RUPS, adalah organ perseroan yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada
direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang
ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau anggaran dasar

perseroan.
Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum

dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar
serta memberikan nasihat kepada direksi dalam

menjalankan perseroan.
Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan

bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai

denganmaksud dan tujuan Perseroan sertamewakili

Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.



19.Pemegang Saham adalah Pemegang Saham
Perseroan.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Utara selanjutnya disebut APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

21. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan
periode akuntansi yang berlaku.

22.Tahun Takwim adalah masa satu tahun, mulai dari
tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4
(1) PT. Migas Kaltara Jaya (Perseroda) sebagai

perusahaan induk yang bergerak di bidang usaha
hulu Migas dan/atau sebagai penerima penawaran PI
di WK Migas dan selanjutnya akan membentuk Anak
Perusahaan untuk mengelola PI pada WK Migas di
Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

(2) Bidang usaha hulu Migas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) akan disesuaikan dengan
perkembangan jenis pekerjaan dalam _lingkup
kegiatan hulu Migas dan akan ditetapkan melalui
RUPS PT. Migas Kaltara Jaya (Perseroda).

2.



Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5

berbunyi sebagai berikut:

3.

Pasal 5

(1)Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp.
25.000.000.000.-(dua puluh lima milyar rupiah) dan
dapat dubah berdasarkan ketentuan perundang-
undangan

(2) Modal disetorkan dan ditempatkan penuh pertama
kali ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar
Rp.6.250.000.000 (Enam Milyar Dua Ratus Lima
Puluh Juta Rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen)
dari modal dasar berasal dari APBD.

(3) Modal dasar Perseroan terdiri dari saham-saham
yang nominalnya akan ditetapkan dalam Akta
Pendirian, dan dinyatakan dalam bentuk fisik lembar
saham kepemilikan.

(4) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Kepemilikan Saham dalam PT. Migas Kaltara Jaya
(Perseroda) adalah saham atas nama (Registered
Stock)

(2) Kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebesar 100 % (seratus persen) atas nama
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

(3) Nilai Nominal setiap lembar Saham ditetapkan dalam
RUPS;

(4) Setiap Pemegang Saham mendapatkan perlindungan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

4.

undangan



Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

Kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak boleh

dialihkan kepada pihak lain sebagai komitmen
Pemerintah Daerah memiliki PI.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Pengelolaan PI oleh Perusahaan Perseroan Daerah

yang dibentuk oleh PT. Migas Kaltara Jaya
(Perseroda) tidak boleh dikurangi nilainya atau
dialihkan kepada pihak lain.

(2) PT. Migas Kaltara Jaya (Perseroda) sebagai
penerima penawaran pengalihan PI berhak
membentuk anak perusahaan untuk mengelola PI

pada WK Migas yang terdapat di Provinsi
Kalimantan Utara.

(3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana
dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan RUPS.

6.

Ketentuan Pasal 10 dihapus.7.

Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

8.

Pasal 14

(1) Penggunaan laba bersih disahkan oleh RUPS dan

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yangmenjadi bagian Pemerintah Daerah ditetapkan
dalam RUPS dan seluruhnya disetorkan ke rekening
kas daerah sebagai pendapatan daerah.
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(3) Penggunaan laba bersih yang menjadi hak daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
deviden dan laba yang ditempatkan pada Perseroan

hanya dapat dilakukan melalui RUPS atau
mekanisme lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai_ berlaku pada _tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 28 Desember 2021

GUBERNURAe UTARA,

C
ZAINAL ARIFIN PALIWANG

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (9-256/2021)


